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Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

perorangan saja, namun dilakukan pula oleh korporasi. Kejahatan

korporasi merupakan kejahatan yang berkembang di era globalisasi
saat ini. Kejahatan korporasi terkadang luput dari perhatian masyarakat,
karena masyarakat masih beranggapan bahwa korporasi mempunyai
peran vital bagi perkembangan negara. Namun nyatanya korporasi juga
tidak jarang melakukan perbuatan yang merugikan. Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, memberikan pengertian bahwa korporasi adalah kumpulan yang
terorganisasi dari orang dan/atau harta kekayaan, baik merupakan badan
hukum maupun bukan. Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian yang
diberikan oleh Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang
Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi,
yang memberikan pengertian bahwa korporasi adalah kumpulan orang
dan/atau harta kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum
maupun bukan badan hukum.

E ra modern seperti sekarang ini, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh

Peran korporasi pada saat ini sudah sedemikian luasnya, hampir
semua aspek kehidupan masyarakat melibatkan korporasi di dalamnya.
Dapat dilihat bahwa korporasi bergerak di berbagai bidang seperti
industri, pertanian, perbankan, kehutanan, pertambangan, dan sebagainya.
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produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta pen; umbt ﬂ;llkan
konsumen. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh korporl:si‘ cee:l "ap
bertahan lama dan luas, oleh karena itu hukum sebagai pen ':uemng
pcr_ngtxyom masyarakat memberikan perhatian dan pengamiangz:er}:a:an
a*tn'xtas korporasi. Faktor-faktor pendorong terjadinya pelanggaran y N
dilaku Fan oleh korporasi adalah sikap korporasi dan badan-badan perazi;?lg
yang tidak memandang pelanggaran-pelanggaran oleh korporasi sebagani
kejahatan atau penjahat,? dan kondisi-kondisi lainnya seperti perilaku untuk
mengejar keuntungan dengan cara efisien dan sebanyak-banyaknya, untuk
memperoleh perizinan yang lebih cepat, serta pelaksanaan undang-undang
yang lemah (law enforcement-pen).* Disamping itu, tindak pidana korporasi
juga sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Indonesia yang koruptif
yang cenderung membuka peluang besar bagi pengurus/pemilik korporasi
vang memiliki niat untuk mencari keuntungan secara melawan hukum,
kurangnya kemampuan para pembuat undang-undang untuk menciptakan
undang-undang yang dapat mengantisipasi dampak negatif perkembangan
berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat serta kurangnya koordinasi

antara aparat dalam proses penegakan hukum.

Kejahatan korporasi bukanlah merupakan sesuatu yang baru
diperbincangkan, sejak tahun 1975 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam
kongres yang kelima tahun telah mengulas tentang dimensi-dimensi baru
kejahatan, seperti mengenai crime as business dan konsekuensi-konsekuensi
ekonomi sosial beserta segala akibatnya.! Dewasa ini, Indonesia juga sudah
dilanda oleh kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan
hidup, sumber energi, dan pola-pola tindak pidana di bidang ekonomi

seperti tindak pidana perbankan, komputer, penipuan terhadap konsumen
berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indal'l dan
dijajakan lewat advertensi secara besar-besaran, serta berbagai pola Fmdak
pidana korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran,” yang
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bahava dan besamyva korban vang ditimbulkannya. Upaya penegakan
hukum di Indonesia terhadap tindak pidana korporasi telah dimulai sejok
tahun 1935, Korporasi telah diatur sebagal subjek hukum  di berbagai
peraturan perundang-undangan pidana, diantaranya termaktub di dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi,
Undang-Undang 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang,® oleh karenanya setiap perbuatan pidana korporasi dapat
dipertanggungjawabkan. Tindak pidana dengan subjek hukum korporasi
biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (white collar crime) umumnya
dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam
bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum
pidana yang berlaku.

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi merupakan kejahatan
kerah putih (white collar crime) yang bersifat organisatoris. Kejaksaan
mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum di Indonesia, baik
dari aspek penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim. Pada
tahun 2014 Jaksa Agung menetapkan Peraturan Nomor 028/A/JA/10/2014
tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum
Korporasi. Secara umum, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor
028/A/JA/10/2014 terdapat beberapa tahapan dalam penanganan perkara
pidana dengan subjek hukum korporasi di kejaksaan sebagai berikut:

1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Jaksa dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap
korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana
pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan undang-undang.
Apabila korporasi ditetapkan sebagai tersangka, penyidik wajib melakukan
penyitaan terhadap anggaran dasar (AD), anggaran rumah tangga (ART),
aset korporasi dan aset pengurus korporasi terkait dengan tindak pidana
yang dilakukan oleh korporasi.
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saman Derlara Tovdak Prdana Korupar dengan Subypek Hukume Korporas,

2. Tahap Penuntutan

Sebelom melakukan penuntutan ke pengadilan, jaksa yang ditunjuk
wehagai penuntut umum  terlebih dahulu melakukan pra- penuntutan
Pra penuntutan dilakukan untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan
berkas perkara sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung,
No.028/A/JA/10/72014 tentang Pedoman Penanganan Perkara pidana
dengan Subjek Hukum Korporasi, Setelah berkas perkara lengkap, penyidik
menvusunsuratdakwaanyang kemudian dilimpahkan kesidang pengadilan
untuk dilakukan penuntutan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Setelah tindak pidana yang dilakukan korporasi memperoleh putusan
hakim vang telah berkekuatan hukum tetap, jaksa melaksanakan putusan
tersebut setelah menerima salinan/petikan putusan dari panitera. Dalam
hal pelaksanaan putusan terkait dengan harta kekayaan/aset korporasi,
pelaksanaan putusan dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi dengan
Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI. Peraturan ini diharapkan dapat
dijadikan pedoman bagi kejaksaan dalam menangani perkara pidana
dengan subjek hukum korporasi serta dapat memberikan keadilan dan
perlindungan kepada korban kejahatan korporasi. Seiring dengan era
globalisasi sekarang ini, tindak pidana korporasi di Indonesia begitu marak
salah satunya di Provinsi Lampung, berikut diuraikan beberapa tindak
pidana yang dilakukan oleh korporasi di Provinsi Lampung;

a) Kasus korupsi pembangunan jalan kampung Gudang Lelang milik Dinas
Kelautan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung yang melibatkan CV
pada tahun 2016. Alma Semesta Abadi. Dikutip dari Translampung.
com, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung menahan dua
terpidana korupsi yakni Ardian selaku konsultan dan Nursalim sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam kasus pembangunan jalan
kampung Gudang Lelang. “Kami telah menahan dua terpidana kasus
korupsi pembangunan jalan kampung Gudang Lelang milik Dinas
Kelautan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung” kata Kepala
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Widiyantoro di Bandar Lampung,
Kamis. Penahanan ini berdasarkan Putusan Pengadilan pada tanggal 7
April 2016, menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah bersama-
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b)

<oma melakukan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jalan
Kampung di Gudang Lelang, Teluk Betung Bandar Lampung tahun 2012
vang merugikan kevangan negara sebesar Rp, 345,000,000 dengan nilai
provek Rp. 14 Miliar, Para terdakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) Juncto
Pasal 18 UU TIPIKOR Juncto Pasal 55, dan masa hukuman satu tahun
penjara serta harus membayar denda Rp. 50.000.000 Subsider enam
bulan penjara. Sementara itu, terpidana lainnya yakni Sahaldi selaku
Dirut CV. Alma Semesta Abadi dan Mansur Sinaga sebagai kepala DKP
Bandar Lampung akan segera menyusul, kata Widyantoro.’

Kasus korupsi proyek alat kesehatan RSU. Ryacudu Kotabumi yang
dilakukanoleh PT. Adityakarta Perdana Utama Medika pada tahun 2015.
Kejaksaan Negeri(Kejari) Kotabumi, Kamis (12/5) telah menetapkan 5
(Lima) tersangka dalam kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan (Alkes) di
RSUD. Ryacudu Kotabumi Tahun Anggaran 2009. Kasi Intel Kejaksaan
negeri Kotabumi, Dicky menjelaskan bahwa dalam kasus ini pihaknya
telah resmi melakukan penahanan kelima tersangka yakni, SR, OR, M,
TBR, dan IH yang mana mereka merupakan Panitia Pengadaan Alat
Kesehatan pada RS. Ryacudu Kotabumi. Dikatakannya lebih lanjut
kelima tersangka telah melanggar Pasal 2 Juncto Pasal 3 UU TIPIKOR,
dimana dalam hal ini para tersangka diduga mengabaikan surat izin
edar perusahaan pemenang lelang pada pengadaan 16 item Alkes RSUD
Ryacudu Kotabumi. “Dalam perkara ini telah ditemukan kerugian
negara berdasarkan audit BPK Provinsi Lampung sebesar Rp. 1.69
Miliar, dan hari ini telah dilakukan tindakan hukum dengan melakukan
penahanan terhadap kelima tersangka” jelas Dicky seraya mengatakan
mereka selaku panitia pengadaan memenangkan perusahaan yang tidak
layak dimenangkan.®

Kasus perumahan bodong yang dilakukan oleh PT. Ghalaz pada tahun
2017. Direktur PT. Ghalaz, Wantoro Ari Prastiawan duduk di kursi
terdakwa di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Jaksa
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Eka Septiana,
menuntut Wantoro dengan pidana dua tahun penjara. Wantoro
dinyatakan terbukti melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan
dan Penggelapan. Menurut Jaksa, terdakwa Wantoro menipu puluhan
konsumen yang telah membayarkan uang muka untuk membeli unit
rumah yang ditawarkan PT. Ghalaz.’
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Perbar Tondal Podaona Kevupst dengant Subped Hukems Korpopg,y,

i Rasus korapa bond dearmg Bandara Radin Inten 1T vang ditakukan olel,

"1 Daksina Persada tahun 20160 Terdakwa Kasus korupsi land clearing
Randara Radim Inten 11 lainnya vaitu Budi Rahmadi (kuasa direktur
T Daksina Persada), dihukum lebih tinggi dari mantan Kepala Dinag
Perhubungan Provinsi Lampung Albar Hasan Tanjung. Majelis hakim
vang diketuar Novian Saputra memvonis Budi dengan pidana penjara
selama empat tahun dan enam bulan. Putusan ini lebih tinggi dari Albar
vang dihukum tiga tahun penjara. Majelis hakim menghukum Budi
membayar denda sebesar Rp 200 juta subsidair tiga bulan kurungan,
Berbeda dengan Albar yang tidak dihukum membayar uang pengganti,
Budi dihukum membayar uang pengganti Rp 2,6 miliar. Apabila
Budi tidak mampu membayar uang pengganti selama satu bulan
setelah perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta
bendanya akan disita untuk dilelang. Dinas Perhubungan memiliki
paket pekerjaan konstruksi land clearing bandara Radin Inten II dengan
nilai pagu sebesar Rp 8,7 miliar. Pada proses lelang, dimenangkan PT
Daksina Persada dengan kuasa direktur Budi. Namun proses lelang
itu dianggap tidak sah karena Budi bukan karyawan tetap perusahaan
sebagaimana diatur Perpres Nomor 70 tahun 2012. Namun karena Albar
telah menitipkan pesan ke panitia pengadaan untuk memenangkan
PT Daksina Persada, maka panitia memenangkan PT Daksina. Setelah
itu, Albar selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) menandatangani
kontrak dengan Budi. Didalam prosesnya, Albar membayarkan
uang tanpa melakukan pengujian kualitas dan besaran volume yang
terpasang pada proyek land clearing. Pada saat pemeriksaan progres
fisik, disebutkan telah selesai 100 persen. “Faktanya pekerjaan baru
mencapai bobot 92 persen,” ujar Sidrotul. Untuk mengejar batas akhir
pencairan, Budi bersama Albar membuat laporan akhir pekerjaan
seakan-akan pekerjaan land clearing dan pematangan lahan sisi utara
telah selesai 100 persen. Jaksa menyatakan pengerjaan proyek ini tidak
sesuai dengan spek yang telah disepakati. Yaitu terdapat kekurangan
volume timbunan hasil perhitungan dimensi dan kekurangan volume
timbunan hasil pemeriksaan kualitas/kepadatan. Rangkaian perbuatan
itu, menurut Sidrotul telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,5
miliar. Jaksa mendakwa Albar dengan dakwaan subsidaritas. Dakwaan

primair, Albar dijerat pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang
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Nomor 31 Tahun 1999 50 UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1)
Ke-1 KUHP. Pada dakwaan subsidair, Albar dijerat pasal 3 jo pasal 18
avat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun
2001 jo pasal 35 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah melakukan pengamatan dari beberapa tindak pidana yang
dilakukan oleh korporasi, korupsi merupakan tindak pidana yang paling
sering dilakukan oleh korporasi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan
oleh korporasi memiliki modus operandi yang kompleks, sehingga terdapat
kesulitan dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya. Selain itu,
tindak pidana korupsi oleh korporasi juga memiliki karakter yang berbeda
dengan tindak pidana lain. Karakter kejahatan korupsi yang dilakukan
oleh korporasi masih belum dipahami sepenuhnya oleh penegak hukum
khususnya kejaksaan, oleh karenanya tidak jarang penyelesaian perkara
pidana korupsi oleh korporasi menjadi tidak tuntas bahkan sanksi yang
diterapkannya puntidak membuatjera. Tindak pidanakorupsioleh korporasi
memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana lain, sehingga sangat
memungkinkan dalam hal penangan perkara pidana korupsi oleh korporasi
peraturan jaksa agung tersebut dikesampingkan oleh oknum kejaksaan, hal
ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Peran korporasi dalam bidang perekonomian yang cukup besar, dan
di dalamnya secara langsung melibatkan orang banyak, sehingga
menciptakan kondisi dilematik bagi penegak hukum khususnya jaksa
untuk mengambil tindakan tegas.”

2. Pelaku kejahatan korporasi didalangi oleh para pengusaha yang
mempunyai kualitas tertentu, baik dari segi kekayaan, pendidikan dan
kedudukan sosial lainnya. Sehingga tidak sedikit pula penegak hukum
yang menerima suap dari kalangan pengusaha yang sedang menghadapi
masalah hukum, sehingga proses penanganan perkaranya pun terseok-
seok dan tertutup dari pantauan publik.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, korupsi merupakan tindak
pidana yang lazim dilakukan oleh korporasi. Dari beberapa kasus pidana
korupsi yang melibatkan korporasi yang telah diuraikan diatas, ada salah
satu kasus yang menarik perhatian penulis dan menjadi pokok bahasan
dalam buku ini. kasus tersebut ialah kasus korupsi yang melibatkan CV.
Alma Semesta Abadi. Dalam penanganan kasus tersebut Kejaksaan Negeri
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Bandar Lampung hanya melakukan penahanan terhadap dua orang dar
empat orang terpidana. Mansyur Sinaga selaku Kepala Dinas DKP Koty
Randar Lampung dan Sahaldi selaku Direktur Utama CV., Alma Semesta
Abadi tak kunjung ditahan, padahal keduanya adalah aktor utama dalam
tindak pidana korupsi ini. Akibat belum dilakukannya penahanan terhadap
keduanya, Basirin merupakan orang tua dari salah satu terpidana yang telah
ditahan mempertanyakan netralitas Kejaksaan Negeri Bandar Lampung,

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup
1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/
JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi
dengan Subjek Hukum Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?

2. Apakah faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Jaksa Agung
No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana
Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar
Lampung?

Permasalahan diatas guna mengetahui proses penanganan perkara
pidanakorupsiyangdilakukanolehkorporasiyangtelahdiaturolehPeraturan
Jaksa Agung No.028/ A/]A/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara
Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, serta untuk mengetahui faktor
penghambat pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung No.028/A/]A/10/2014
tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum
Korporasi. Mengingat peran korporasi saat ini sangat signifikan, terutama
dalam bidang ekonomi misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak dan
devisa. Selain itu pertanggungjawaban pidana korporasi berbeda dengan
pertanggungjawaban pidana perorangan.

1.2.2 Ruang Lingkup

Guna menjaga agar penulisan buku ini tidak menyimpang dan sesua
dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang perl:
adanya pembatasan permasalahan. Adapun permasalahan yang menjad
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setelah melakukan pengamatan dari beberapa tindak pidana yang,
dilakukan oleh Korporasi, korupsi merupakan tindak pidana yang paling
<ering dilakukan oleh korporasi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan
oleh Korporasi memiliki modus operandi yang kompleks, sehingga terdapat
Kesulitan dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya. Selain itu,
tindak pidana korupsi oleh korporasi juga memiliki karakter yang berbeda
dengan tindak pidana lain. Karakter kejahatan korupsi yang dilakukan
oleh korporasi masih belum dipahami sepenuhnya oleh penegak hukum
khususnya kejaksaan, oleh karenanya tidak jarang penyelesaian perkara
pidana korupsi oleh korporasi menjadi tidak tuntas bahkan sanksi yang
diterapkannya puntidak membuatjera. Tindak pidanakorupsioleh korporasi
memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana lain, sehingga sangat
memungkinkan dalam hal penangan perkara pidana korupsi oleh korporasi
peraturan jaksa agung tersebut dikesampingkan oleh oknum kejaksaan, hal
ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Peran korporasi dalam bidang perekonomian yang cukup besar, dan
di dalamnya secara langsung melibatkan orang banyak, sehingga
menciptakan kondisi dilematik bagi penegak hukum khususnya jaksa
untuk mengambil tindakan tegas.'

2. Pelaku kejahatan korporasi didalangi oleh para pengusaha yang
mempunyai kualitas tertentu, baik dari segi kekayaan, pendidikan dan
kedudukan sosial lainnya. Sehingga tidak sedikit pula penegak hukum
yang menerima suap dari kalangan pengusaha yang sedang menghadapi
masalah hukum, sehingga proses penanganan perkaranya pun terseok-
seok dan tertutup dari pantauan publik.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, korupsi merupakan tindak
pidana yang lazim dilakukan oleh korporasi. Dari beberapa kasus pidana
korupsi yang melibatkan korporasi yang telah diuraikan diatas, ada salah
satu kasus yang menarik perhatian penulis dan menjadi pokok bahasan
dalam buku ini. kasus tersebut ialah kasus korupsi yang melibatkan CV.
Alma Semesta Abadi. Dalam penanganan kasus tersebut Kejaksaan Negeri
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Bandar Lampung hanva melakukan penabanan terhadap dua orang, dar
empat orang terpidana Mansyur Sinaga selaku Kepala: Dinas DEI* Ko,
Randar Lampung dan Sahaldi selaka Direktur Utama €V, Alima Semies,
Abadi tak kunpung ditahan, padahal keduanya adalah aktor utama dalag
tindak pidana korupsi inl. Akibat belum dilakukannya penahanan terhadap
keduanya, Basirin merapakan orang tua dard salah satu terpldana yang telak,
ditahan mempertanvakan netralitas Kejaksaan Negerd Bandar Lampuny,

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat
dirumuskan masalah scbagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/
JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi
dengan Subjek Hukum Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?

2. Apakah faktor-faklor penghambat implementasi Peraturan Jaksa Agung
No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana
Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar
Lampung?

Permasalahan diatas guna mengetahui proses penanganan perkara
pidanakorupsiyangdilakukanolehkorporasiyanglelahdiaturoleh Peraturan
Jaksa Agung No.028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara
Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, serta untuk mengetahui faktor
penghambat pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung No.028/A/JA/10/2014
tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum
Korporasi, Mengingat peran korporasi saat ini sangat signifikan, terutama
dalam bidang ekonomi misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak dan
devisa. Selain itu pertanggungjawaban pidana korporasi berbeda dengan
pertanggungjawaban pidana perorangan.

1.2.2 Ruang Lingkup

Guna menjaga agar penulisan buku ini tidak menyimpang dan sesuai
dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang perlu
adanya pembatasan permasalahan. Adapun permasalahan yang menjadi
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1.3 Tujuan dan Kegunaah Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan buku ini adalah:

an penanganan perkara pidana korupsi
i berdasarkan Peraturan Jaksa Agung
Pedoman Penanganan Perkara Pidana
(Studi pada Kejaksaan Negeri Bandar

1. Untuk mengetahui pelaksana
dengan subjek hukum korporas
No. 028/A/JA/10/2014 tentang
dengan Subjek Hukum Korporasi
Lampung).

7. Untuk mengetahui faktor-
Jaksa Agung No. 028/A/
Perkara Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi (

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung).

faktor penghambat implementasi Peraturan

JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan
Studi pada

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

Kontribusi terhadap pengembangan dan penegakan hukum pidana,
hukum acara pidana, hukum pelaksanaan pidana serta diharapkan pula
dapat berkontribusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan
khususnya yang berkaitan dengan penanganan perkara pidana korupsi
dengan subjek hukum korporasi.
b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau sumber
bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan perkara pidana
korupsi dengan subjek hukum korporasi, yaitu pemerintah, penegak
hukum, dan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga d;harapEan
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dapat menambah sumber pustaka dalam o hokom pidanas ok,

acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana

1.4 Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.4.1 Kerangka Teorilis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraks,
dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yanyg pada dasarny,
bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial
vang dianggap relevan oleh peneliti.”” Untuk menjawab permasalahan
dalam penelitian ini penulis menggunakan teori faktor-faktor penghambat
penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya
pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-
keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni
terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung
maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral
sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif.
dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah
hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya
adalah:
1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan
menerapkan hukum;
Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum itu berlaku

atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.*

w

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap
penegakan hukum, baik pengaruh positif yaitu berlakunya hukum sesuai
dengan yang di cita-citakan maupun pengaruh yang bersifat negatif yakni
menghambat penegakan hukum. Dalam hal ini faktor penegak hukum
bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun
oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu
sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum

oleh masyarakat luas.
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1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka vang menghubungkan dan
menggambarkan konsep-konsep Khusus yang merupakan kumpulan dari
arli vang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti. Maka dalam
Kerangka Konseptual penulis menguraikan pengertian yang berhubungan
dengan penulisan proposal buku ini schingga tidak terjadi pemahaman
atau penafsiran yang berbagai macam dan ditujukan untuk memberikan
pemahaman vang jelas. Maka beberapa istilah yang digunakan dalam
penulisan buku ini adalah:

a. Implementasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
implementasiyaitu pelaksanaan/ penerapan.Secaraumumimplementasi
merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang
sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya
dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap permanen.

b. Peraturan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peraturan
adalah tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk
mengatur.™

c. Jaksa Agung, menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jaksa Agung adalah
pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin,
mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

d. Pedoman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pedoman
adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana
sesuatu harus dilakukan.’

e. Penanganan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
penanganan berarti proses cara perbuatan menangani (rancangan,
putusan dan sebagainya).!

f. Perkara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkara
merupakan masalah atau persoalan yang harus diselesaikan.

g. Pidana, adalah persoalan mengenai perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi)
yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya.

h. Korupsi, Asal kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau
corruptus, berasal dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa
Eropa seperti dalam bahasa Inggris: Corruption (corrupt), dalam Bahasa
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y Kevupsd devigan Subsk Mukum Ko

Belanda - corruphie, vang kemudian tumin ke bahasa Indonesia menjacd;
korups’

Secara haratiah, arts dart “Rorupsi” adalah ialah kebusukan, keborukan

kebepatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tdak bermoral, penvimpangan

dari kesuaan, dan sebagainva Sedanghan datam Kamus Umam Baba,
Indonesia pengertian “Korapsi” adalah “Perbuatan yang burak sepery
penggelapan vang, penerimaan vang sogok dan sebagainya. ™

Subjek hukum, adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan
kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Jadi, subjek hukam adalal
pendukung hak dan kewajiban, maka ia memiliki kewenangan untuk
bertindak menurut hukum,

Korporasi, menurut Utrecht/Moh. Saleh Djindang korporasi ialah suatu
gabungan orang vang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-
sama scbagai suatu subjek hukum  tersendiri suatu personifikasi.
Korporasi adalah badan hukum yang beranggota telapi mempunyai
hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban
anggota masing-masing." Menurut peraturan Jaksa Agung No. 028/ A/
JA/10/2014 tentang Pedoman Penannganan Perkara Pidana dengan
Subjek Hukum Korporasi, korporasi adalah kumpulan orang dan/atau
kekayaan yang terorganisasi, baik marupakan badan hukum maupun

bukan badan hukum.
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Implementasi Peraturan Jaksa Agung
No.028/A/IA/10/2014 Tentang Pedoman
Penanganan Perkara Pidana Korupsi dengan
Subjek Hukum Korporasi di Kejaksaan Negeri

Bandar Lampung

3.1 Data Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh
Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

3 danya korporasi sebenarnya akibat dari perkembangan modernisasi

dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam

bermasyarakat. Pada awalnya orang lebih mengenal sebutan badan
hukum dibandingkan korporasi. Korporasi adalah sebutan yang lazim
digunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa
dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan
hukum. Pada masa kini perkembangan korporasi sudah semakin pesat baik
dari segi kualitas, kuantitas, dan segi usaha yang dijalaninya. Bidang usaha
korporasi bergerak diberbagai bidang seperti, industri, pertambangan,
perbankan, transportasi, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,
otomotif, elektronik, hiburan, perdagangan dan sebagainya. Hampir tidak
ada bidang kehidupan kita yang terlepas dari jaringan korporasi.

Adanya korporasi memang banyak mendatangkan keuntungan bagi
masyarakat dan negara seperti adanya kenaikan pemasukan kas negara dari
pajak dan devisa, peningkatan jumlah lapangan pekerjaan, peningkatan alih
teknologi lain dan sebagainya. Namun disamping adanya keuntungan atau
dampak positif dari korporasi, adanya korporasi juga dapat mendatangkan
dampak negatif atau buruk bagi masyarakat, alam, dan negara seperti,
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Keterlibatan Korporasi dalam tindak pidana korupsi biasanya diawah
dengan pemenangan tender provek oleh korporasi tersebut, namun dalam
pelaksanaannva pekerjaan vang dilakukan korporasi tersebut tidak sesuai
dengan standar vang telah ditetapkan, Seperti korupsi pada umumnya,
tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi menimbulkan kerugian
bagi negara. Selain itu kerugian lain akibat timbulnya tindak pidana korupsi
vang melibatkan  korporasi yakni rusaknya kepercayaan masyarakat
terhadap pemimpin dan institusi penegak hukum. Menurut Muladi, sistem
penegakan hukum yang tidak efektif, penjatuhan pidana yang sangat ringan,
kurangnya kriminalitas dan stigmatisasi, daya tangkal, kurangnya reaksi
sosial melalui media masa, serta kesempatan yang luas juga mendorong
terjadinya kejahatan korporasi.® Selain itu Ratna Wilis menyatakan bahwa
salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi oleh korporasi
ialah minimnya pengawasan dan minimnya pengetahuan aparat penegak
hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga
penanganan perkara pidana korupsi oleh korporasi pun terkesan lambat.*

Disamping kelemahan-kelemahan di atas, masih banyak faktor-faktor
lain yang menghambat penegakan hukum atau pengendalian terhadap
tindak pidana korporasi, yaitu pertama, korporasi (sebagai pelaku tindak
pidana/kejahatan potensial) pada umumnya mempunyai lobby-lobby
yag efektif dalam usaha perumusan delik maupun cara penanggulangan
tindak pidana korporasi. Kedua, menentukan pertanggungjawaban pidana
korporasi maupun menentukan kesalahan korporasi tidaklah mudah.’
Selain itu, perbedaan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan
pertanggungjawaban perorangan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi
penegak hukum dalam penanganan perkara pidana korporasi termasuk
tindak pidana korupsi. Lebih lanjut Kasubdit HAM Berat Direktorat
Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan
Agung, Undang Mugopal menambahkan setidaknya ada enam persoalan
jika korporasi dianggap sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi:

a. Karena belum adanya hukum acara yang mengatur sehingga Kejaksaan
kesulitan menentukan siapa yang berhak mewakili korporasi dalam
proses hukum perkara tipikor, karena disitu selain pengurus yang
lainnya berhak mewakili. Pertanyaannya apakah penasihat hukumnya
juga dapat mewakili korporasi? Pernah terjadi ketika yang mewakili
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d. Apakah penyertaan dalam pasal 55 KUHP dapat diterapkan gy,
hubungan hukum antara satu korporasi dengan korporasi yang lai:
Khususnya dalam hal induk perusahaan dengan anak perusahaan gy,
hubungan konsorsium ataupun kerjasama operasional. u

e. Dalam hal adanya pihak atau orang yang menjadi directing mind, ya,
bukan merupakan pengurus, Komisaris, pemegang saham yang sesys
dengan AD/ ART. Apakah korporasi yang digunakan oleh directing mjp
itu dapat dipertangggungjawabkan.
Dalam hal korporasi berbadan hukum yang sahamnya dimiliki pubjij

apakah aset yang dimiliki oleh

f.

melakukan tindak pidana korupsi,

masyarakat luas ini dapat disita?’
Melihat banyaknya hambatan atau kendala dalam proses penanganan
perkara pidana oleh korporasi, pada tahun 2014 kendala penegakan
hukum terhadap tindak pidana korporasi diakomodir oleh Jaksa Agung
melalui Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pecoman
Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan

an training/pelatihan penanganan perkara

Kejaksaan Agung juga melakuk
pidana korupsi oleh korporasi untuk memperkaya pengetahuan para jaksa
rasi. Pasca diterbitkannya

dalam menangani kasus korupsi oleh korpo
peraturan tersebut, proses penanganan perkara pidana korporasi termasuk
ukan oleh korporasi tidak lagi remang:

tindak pidana korupsi yang dilak
remang, karena Peraturan Jaksa Agung tersebut telah memuat secara jelas
ara pidana korporasi dari proses penyidikan

mengenai penanganan perk
hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

P
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Salah satu modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan
dewasa ini adalah dengan menggunakan korporasi sebagai sarana, subjek
maupun objek dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian tindak pidana
vang dilakukan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi’.
Keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi bukan hal baru di
Indonesia, misalnya saja di Provinsi Lampung terdapat beberapa kasus
korupsi yang melibatkan korporasi yakni:

No |Nama Kasus Kerugian | Tahun [Tersangka/
Korporasi Negara Terdakwa
1. [CV.Alma |Korupsi pembuatan |Rp.345]Juta. (2016 | Ardian,
Semesta jalan Kampung Nursalim,
Abadi Gudang Lelang Sahaldi,
milik Dinas Kelautan Mansyur
dan Perikanan Kota Sinaga, Liones
Bandar Lampung. Wangsa.

2. |CV.]Juviter |Korupsi Rp. 327 Juta. {2017 [Muhammad
pembangunan Ikhwani,
pabrik lempasing Liones
pada Dinas Kelautan Wangsa, Agus
dan Perikanan Kota Salim dan Eko
Bandar Lampung,. Periyanto.

3. |PT.Sukarso |Korupsi pelebaran  [Rp. 800 Juta. [2015 |Selamet Riadi

Wawai. jalan Sentot Alibasa dan Wilson.

Sumber: Hasil wawancara dengan Jaksa tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Bandar
Lampung.

Guna menjamin terlaksanya Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/
JA/10/2014 tentang Pedoman Penannganan Perkara Pidana dengan Subjek
Hukum Korporasi dan efektifnya penegakan hukum terhadap tindak
pidana korupsi oleh korporasi, dalam penulisan buku ini penulis melakukan
studi pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Tindak pidana korupsi
yang melibatkan korporasi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bandar
Lampung memang belum begitu marak. Namun sejauh penelusuran penulis
sebagaimana tertera pada tabel diatas, terdapat beberapa kasus korupsi
yang melibatkan korporasi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bandar
Lampung, Diantaranya kasus korupsi pembangunan jalan kampung Gudang
Lelang milik Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung yang
melibatkan CV. Alma Semesta Abadi, Kasus korupsi pembangunan pabrik
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e« di Lempasing Bandar Lampung pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang
sehbatkan CVL Jupiter, Kasus korupsi pelebaran jalan Sentot Alibasa yang

melibatkan T Satria Sukarso Wawai,

Kasus Korupsi pembangunan jalan kampung Gudang Lelang milik
Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung yang melibatkan
V. Alma Semesta Abadi. Proses penanganan tindak pidana korupsi yang
melibatkan CV. Alma Semesta Abadi berhasil mengungkap lima orang
tersangka vakni, Ardian sebagai konsultan, Nursalim sebagai pejabat
pembuat komitmen, Sahaldi selaku Dirut CV. Alma Semesta Abadi, dan
Mansyur Sinaga sebagai kepala DKP Bandar Lampung dan Lionis Wanggs,
celaku rekanan pelaku. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melakukan
penahanan terhadap dua orang tersangka, yakni Ardian selaku konsultap
dan Nursalim selaku pejabat pembuat komitmen. Penahanan ini dilakukap
Berdasarkan Putusan Pengadilan pada tanggal 7 April 2016, yang
menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah bersama-sama
melakukan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jalan Kampung
di Gudang Lelang, Teluk Betung, Bandar Lampung tahun 2012 yang
merugikan keuangan negara sebesar Rp345 juta dengan nilai proyek Rp14
miliar. Pasal yang dilanggar oleh terdakwa yakni Pasal 3 Ayat 1 jurcto Pasa|
18 UU Tipikor juncto Pasal 55, dan masa hukuman satu tahun penjara serta
harus membayar denda Rp50 juta subsider enam bulan penjara. Sementar,
untuk terpidana lainnya yakni Sahaldi selaku Dirut CV. Alma Semesta
Abadi dan Mansyur Sinaga sebagai kepala DKP Bandar Lampung belum
dilakukan penahanan. Sedangkan untuk Liones Wangsa sebagai rekanan
pelaku dalam tahap pengajuan banding. Kelima tersangka tersebut divonis

satu tahun penjara.

Sementara itu dalam kasus korupsi pembangunan pabrik es dj
Lempasing Bandar Lampung pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang
melibatkan CV. Jupiter penyidik pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
menetapkan empat orang tersangka yakni Muhammad Ikhwani, Liones
Wangsa, Agus Salim dan Eko Periyanto. Dalam penanganan kasus ini
Kejaksaan lebih dulu menetapkan Agus Salim selaku pejabat pembuat
komitmen pada Dinas Kelautan dan Perikanan Bandar Lampung dan
Eko Periyanto selaku pemilik CV. Juviter. Sementara itu untuk tersangka
Ikhwani dan Liones Wangsa ditetapkan sebagai tersangka pada hari senin
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24 Juli 2017, mereka diduga kuat aktif dalam proses lelang dimana mereka
bertugas mengatur proses lclany, dan pemenangnya ujar kup.\l,] Kejaksaan
Negeri Bandar Lampung Hentoro Dwi Cahyono (24/7/2017)." Proyek
pembangunan pabrik es ini bersumber dari anggaran tahun 2012 yang,
dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung,
Provek senilai Rp. 1.7 Miliar ini ditaksir menyebabkan kerugian negara
sebesar Rp. 327 Juta.

Sementara itu dalam penanganan kasusnya, tersangka Muhammad
Ichwani dan Liones Wangsa sempat tidak hadir pada panggilan pertama.
Namun Jaksa Penuntut Umum menjadwal ulang pemanggilan mereka dan
mengancam akan dijemput paksa apabila tidak hadir pada panggilan yang
ketiga ujar Hentoro. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Andri W.
Setiawan mengatakan, Muhammad Ichwani sebelumnya menjalani tahanan
kota, namun akhirnya Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menahannya di
Rutan Wayhuwi. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar
Lampung menuntut terdakwa Liones Wangsa alias Ong Liones dengan
pidana penjara selama 1 tahun enam bulan kurungan atas perkara korupsi
pembangunan pabrik es di Pelabuhan Lempasing.’ Sementara itu untuk
ketiga tersangka yakni Muhammad Ichwani, Eko Periyanto dan Agus Salim,
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjerat
ketiga dengan dua pasal 2 dan 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa
Penuntut Umum menuntut ketiganya dengan penjara 1,5 tahun dan denda
sebesar Rp. 50 juta subsider 4 bulan. Sementara itu hakim Pengadilan Tipikor
Tanjung Karang memvonis ketiganya satu tahun penjara dan denda Rp. 50

juta subsider dua bulan kurungan.

Sementara itu, dalam kasus korupsi pelebaran jalan Sentot Alibasa
yang melibatkan PT. Satria Sukarso Wawai, Kejaksaan Negeri Bandar Lam-
pung menetapkan dua orang tersangka yakni Selamet Riadi selaku direktur
PT. Satria Sukarso Wawai sebagai kontraktor proyek peningkatan dan pele-
baran jalan Sentot Alibasa dan Wilson (PNS Dinas PU Bandar Lampung).
Pasca penetapan status tersangka Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tidak
melakukan penahanan terhadap keduanya. Kasus ini bergulir sejak tahun
2015 lalu proyek peningkatan dan pelebaran jalan dilakukan oleh Dinas PU
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Bandar Lampung anggarannva bersumber dari APBD tahun 2014 sebesqy
e 5.2 Mihar, Namun dalam pelaksanannya diduga ada volume pekerjaan
vang tidak sesuai dengan nilai kontrak, Berdasarkan hasil audit yang di.
lakukan oleh BPKP perwakilan provinsi Lampung Nomor LAPKKN 501/
PWOS /572017 tertanggal 12 Desember 2017, kerugian yang ditimbulkan
dalam kasus ini ditaksir sekitar Rp. 800 Juta, Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Elis Mustika, menuntut keduanya den.
gan hukuman satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp. 50 juta subsider
enam bulan kurungan. Kedua tersangka dijerat dengan dua pasal sekaligus
vakni pasal 2 dan pasal 3 junclo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahup
1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Keduanya akhirnya divonis 1
tahun penjara namun seluruh kerugian negara telah dipulangkan.

3.2 Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi oleh
Korporasi

Menindak pelaku kejahatan secara konvensional atas kejahatan yang
dilakukan merupakan hal penting namun tidak kalah pentingnya adalah
menindak pelaku tindak pidana dengan subjek hukum korporasi sekaligus
memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban kejahatan korporasi.
Sehubungan dengan hal tersebut, penanganan perkara pidana dengan subjek
hukum korporasi oleh aparat penegak hukum khususnya jaksa/penuntut
umum masih mengalami kesulitan dan hambatan dalam menindak pelaku
pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pedoman penanganan perkara
pidana dengan subjek hukum korporasi yang diberlakukan dalam kegiatan
penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan perkara
pidana yang melibatkan korporasi ditetapkan dalam peraturan Jaksa
Agung.?

Pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum
korporasi dimaksudkan sebagai pedoman penanganan perkara pada tahap
penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan dalam
penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi terhadap
pengurus, korporasi dan/atau pengurus dan korporasi. Adapun kriteria
perbuatan dalam penanganan perkara pidana dengan subjek hukum
korporasi berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014
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Perbuatan Korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban
Pidt‘“:‘

Kritena perbuatan vang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana
terhadap Korporasi adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang,
vang berlaku;

Kriteria sebagaimana dimaksud angka 1 apabila memenuhi kualifikasi

sehagai berikut:

1) Segalabentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan pengurus
Korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;

2) Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang
dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena
pekerjaannya dan/atau hubungan lain;

3) Segalabentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia,
dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari
korporasi;

4) Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas
permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi;

5) Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan
usaha sehari-hari korporasi;

6) Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;

7) Segalabentuk perbuatan yang diterima/biasanya diterima (accepted)
oleh korporasi tersebut;

8) Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana
dengan subjek hukum korporasi, dan/atau

9) Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggung-
jawaban kepada korporasi menurut Undang-Undang,.

Perbuatan pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggung-
jawaban pidana

Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh
melakukan, menganjurkan melakukan, atau membantu melakukan
tindak pidana;

Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil
langkah pencegahan tindak pidana tersebut namun tidak mengambil
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nehah vange sohareanva dan menyvadan akan menerima resiko yang,
cubup besar apalla tindak pidana teesebut terjadi;

Setags orang vang mempunvai pengetahuan akan adanya resiko yany
cubup besar cukuplah apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebuy
dilakukan oleh korporasy;

segala bentuk perbuatan lain vang dapat dimintakan pertanggungjawa-
han kepada pengurus horporasi menurut Undang-Undang,.

\dapun model pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi:

a

Pengurus - Korporasi - sebagai  pembuat dan  penguruslah  yang
bertanggungjawab

Dalam hal pengurus Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah
yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan
kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah
kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban
itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan
vang menghapuskan pidana. Sedangkan, dasar pemikirannya adalah
korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap
suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik
itu. Dan, karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab
Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab,
maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus
yang ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab. Yang dipandang
dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat
perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran
dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah
tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari
badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak
pidana itu adalah onpersoonlijk. Orang yang memimpin korporasi yang
bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak
tentang dilakukannya perbuatan itu.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab,
motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi
itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu,
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ditetapkannya pengurus «aja sebagat vang dapat dipicdhana terny ata tidab

cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatahban
<ebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntangan
vang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan iy,
atau kerugian vang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yany, diderita
oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar
daripada denda vang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus
tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali
lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang
itu."" Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang,
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa: “Dalam hal
tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka korporasi tersebul diwakili
oleh pengurus”. Peraturan Jaksa Agung Nomor 028//JA/10/2014 tentang
Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi
mengatur tahapan penanganan perkara pidana dengan subjek hukum
korporasi sebagai berikut:

1. Penyelidikan dan Penyidikan

a. Jaksa dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap
korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, tindak
pidana pencucian uang dan tindak pidana lain berdasarkan
Undang-Undang;

b. Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi
dan tindak pidana lain berdasarkan Undang-Undang terhadap
korporasi dapat dilakukan secara bersama sama dengan subjek
hukum perseorangan;

c. Kedudukan korporasi sebagai tersangka dalam tindak pidana
korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana
lainnya berdasarkan Undang-Undang tidak meniadakan
pertanggungjawaban pidana para pengurusnya;

d. Apabila pengurus korporasi menolak untuk mewakili korporasi
sebagai tersangka maka penyidik membuat Berita Acara
Penolakan;

e. Penyidik wajib melakukan penyitaan terhadap Anggarasan
Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) korporasi atau
akta lain dalam hal korporasi sebagai tersangka;
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d) Tempat kedudukan;

¢) Kebangsaan korporasy;

)  Bidang usaha;

g)  Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

h) Identitas vang mewakili korporasi sesuai pasal 143
ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAPD).

Dalam hal tersangka korporasi bukan merupakan badan
hukum, maka identitas disesuaikan dengan bentuk
korporasinya.

Surat dakwaan terhadap korporasi, pengurus korporasi,
korporasi dan pengurus korporasi disusun sesuai ketentuan
yang berlaku sebagaimana contoh formulir 1, formulir 2,
dan formulir 3.

c. Pelimpahan Berkas Perkara
Berkas perkara terhadap terdakwa dengan subjek hukum
korporasi, pengurus korporasi, korporasi dan pengurus korporasi,
pelimpahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Tuntutan Pidana
1. Korporasi yang dapat dituntut meliputi:

a)
b)

c)

d)

Korporasi;

Korporasi yang dipindahtangankan atau diambil alih;
Korporasi kelompok (group) yang merupakan kumpulan
orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan
dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan
keuangan; dan/atau

Korporasi yang masih dalam proses kepailitan.

2. Terhadap korporasi hanya dapat dituntut pidana denda dan
pidana tambahan dan/atau tindakan tata tertib.
3. Tuntutanpidanatambahanatautindakantatatertibsebagaimana
dimaksud pada angka 2, dikenakan terhadap korporasi dan
pengurus korporasi berdasarkan ketentuan yang menjadi dasar
pemidanaan antara lain berupa:

a)
b)

Pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;
Perampasan atau penghapusan keuntungan yang diperoleh
dari tindak pidana;
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d.

lenggang waktu pembayaran denda paling lama 1 bulan dan
dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan, dan apabila
tidak membayar diganti dengan perampasan harta kekayaan/
aset milik korporasi untuk dijual lelang melalui kantor lelang,
negara sesuai ketentuan perundang-undangan;

Dalam tindak pidana pencucian uang, apabila korporasi tidak
mampu membayar pidana denda, diganti dengan perampasan
harta kekayaan/aset milik korporasi atau pengurus korporasi
vang nilainya sama dengan pidana denda yang dijatuhkan dan
apabila tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda
dijatuhkan kepada pengurusnya dengan memperhitungka
denda yang telah dibayar;

Dalam hal harta kekayaan/aset korporasi yang terkait dengan
tindak pidana tidak dirampas karena tidak disebutkan dalam
putusan, maka wajib diserahkan kepada Jaksa Pengacara
Negara untuk ditindaklanjuti;

Dalam hal dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan
barang bukti atau harta kekayaan/aset korporasi, sepanjang
mengenai benda bergerak sudah harus dilaksanakan dalam
waktu 3 bulan sejak salinan/petikan putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap diterima oleh jaksa.

4. Penanganan Harta Kekayaan/Aset

a.

Dalam hal penanganan harta kekayaan/aset terkait subjek
hukum korporasi pada setiap tingkat pemeriksaan dan
pelaksanaan putusan dilaksanakan melalui kerjasama dan
koordinasi dengan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI.
Seluruh jenis harta kekayaan/aset korporasi dan pengurus
korporasi yang menjadi objek penanganan harta kekayaan/
aset dalam rangka program pemulihan harta kekayaan/aset
adalah benda bergerak dan tidak bergerak melingkupi pula
harta kekayaan/aset lancar, investasi jangka panjang, harta
kekayaan aset tetap, harta kekayaan/aset tidak berwujud, harta
kekayaan/aset pajak tangguhan, dan/atau harta kekayaan/
aset jenis lain.
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3,31 Penyelidikan dan Penyidikan

Sosuar dengan Ketentuan bab THE angha T Peraturan Jaksa Agung
Nomor 028 7ATA/10/7201 tentang, Pedoman Penanganan Perkara
Midana dengan Subjek Hukum Korporasi, bahwa jaksa dapat melakukan
;\‘n,\'vhdik‘\n dan penvidikan terhadap Korporasi vang diduga melakukan
rindak pidana Korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana
Jain berdasarkan Undang-Undang, Jaksa yang ditunjuk untuk melakukan
penvidikan terhadap kasus yang merugikan keuangan negara Rp. 345 juta
tersebut berhasil mengungkap 5 orang tersangka yakni Ardian sebagai
konsultan, Nursalim sebagai pejabat pembuat komitmen, Sahaldi selaku
Dirut CV. Alma Semesta Abadi, dan Mansyur Sinaga sebagai kepala DKP
Randar Lampung dan Lionis Wangsa selaku rekanan pelaku.

Pada tahap penyidikan, jaksa melakukan penahanan terhadap 2 orang
tersangka vakni Ardian selaku konsultan dan Nursalim selaku pejabat
pembuat komitmen. Sementara itu penyidik hanya melakukan penahanan
terhadap tersangka yang hanya ikut serta dalam tindak pidana tersebut
tetapi penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Mansyur Sinaga
selaku mantan Kepala Dinas DKP Kota Bandar Lampung dan Sahaldi selaku
direktur utama CV. Alma Semesta Abadi, padahal keduanya diduga sebagai
pelaku utama dalam tindak pidanaini. Pada tahap penyidikanpula Jaksatelah
menyita aset korporasi dan pengurus korporasi yang terkait dengan tindak
pidana. Namun Jaksa tidak melakukan penyitaan terhadap Anggaran Dasar
(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) korporasi. Penyitaan terhadap
AD dan ART korporasi tidak dilakukan karena dikhawatirkan menghambat
operasional korporasi dalam menjalankan usahanya ujar Oktavia Mustika."
Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan ketentuan bab Il angka 5 Peraturan
Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan
Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi yang menyatakan bahwa
dalam proses penyelidikan dan penyidikan penyidik wajib melakukan
penyitaan terhadap Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART)
korporasi atau akta lain dalam hal korporasi sebagai tersangka.

3.3.2 Penuntutan

Setelah berkas perkara lengkap (P21), JPU pada Kejaksaan Negeri
Bandar Lampung menuntut para terdakwa dengan pasal3 Ayat1 juncto Pasal
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pada tingkat penuntutan Hal ini dikarenakan kurangnya folowe up dar
kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan penanganan kasusnya pun lambat
Disamping itn media massa kurang memberitakan: mengenai kejahatan
orporasi dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Kemudian dalam
hal penuntutan Kasus ini, JPU pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampuny,
hanva menuntut pribadi yang mewakili korporasi dengan pidana penjara
dan denda. Padahal didalam Peraturan Jaksa Agung telah dinyatakan
bahwa korporasi dapat dituntut dengan pidana tambahan. Misalnya
Perampasan atau penghapusan keuntungan yang diperoleh dari tindak
pidana, Penempatan perusahan dibawah pengampuan untuk jangka waktu
tertentu, penutupan atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan
perusahaan untuk jangka waktu tertentu, serta pencabutan izin usaha
perusahaan. Pidana tambahan ini menjadi penting karena belum tentu
dengan dipidananya pengurus korporasi akan menimbulkan efek jera
terhadap korporasinya itu sendiri. Artinya dalam tahap penuntutan kasus
ini, Kejaksaan masih banyak mengalami kendala dan dinilai masih adanya
keganjilan dalam penanganan perkaranya.

Kurangnya pengetahuan sumber daya manusia di Kejaksaan Negeri
Bandar Lampung yang memahami konsep pertanggungjawaban korporasi
tercermin dalam proses penanganan perkara pidana korupsi oleh korporasi
di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Sejauh ini Kejaksaan Negeri
Bandar Lampung masih menitikberatkan pengurus korporasi sebagai
pihak yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidana korporasi, dan
belum menuntut pertanggungjawaban kepada korporasinya. Padahal
Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 telah menentukan
mengenai pertanggungjawaban korporasinya itu sendiri. Erna Dewi juga
mengungkapkan bahwa sebagian besar tindak pidana korupsi oleh korporasi
di Indonesia belum memberikan sanksi kepada korporasinya namun hanya
kepada pengurusnya.® Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa dalam
pandangan teoritis yang membahas mengenai sistem pertanggungjawaban
pidana korporasi, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pengururs
(organ korporasi atau manusia alamiah) dapat dikategorikan sebagai tindak
pidana yang dilakukan oleh korporasi sehingga korporasi dapat dimintakan
pertanggungjawaban secara pidana manakala terpenuhi beberapa
persyaratan sebagai berikut:
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merupakan pengurus dan para pegawainya, namun apabila perbuatan
itn dilakukan dengan maksud membenkan mantaat, terutama berupa
memberikan  keuntungan  finansial  ataupun - menghindarkan  atau
mengurangi kerugian finansial bagi korporasi yang bersangkutan, maka
tidak adil bagi masvarakat vang dirugikan baik vang berupa kerugian
nvawa, badaniah (menimbulkan kecacatan jasmaniah), maupun materiil
apabila korporasi tidak bertanggungjawab atas perbuatan pengurus
atau para pegawainya.

b, Tidaklah cukup hanya membebankan pertanggungjawaban pidana

pada pengurus korporasi atas tindak pidana yang dilakukannya karena

pengurus jarang memilik harta kekayaan yang cukup untuk mampu
membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya sebagai pengganti
kerugian yang harus dipikulnya.

Membebankan pertanggungjawaban pidana hanya kepada pengurus

korporasi, tidak cukup menjadi pendorong untuk dilakukannya

tindakan-tindakan pencegahan (precautionary measures) sehingga
mengurangi tujuan pencegahan (detternce) dari pemidanaan.

d. Pembebanan pertanggunjawaban pidana pada korporasi akan
menempatkan aset perusahaan ke dalam resiko berkenaan dengan
perbuatan-perbuatan tidak terpuji dari para pengurus korporasi (harus
memikul beban pidana denda yang berat, kemungkinan dirampas oleh
negara dan lain-lain) sehingga akan mendorong para pemegang saham
dan para komisaris/ pengawas korporasi untuk melakukan pemantauan
atau pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan kegiatan yang
dilakukan oleh pengurus.” Dengan demikian apabila persyaratan diatas
terpenuhi maka korporasi dianggap sebagai pelaku tindak pidana.
Namun dalam penanganan perkara pidana korporasi di Kejaksaan
Negeri Bandar Lampung belum pernah menuntut pertanggungjawaban
pidana kepada korporasi.

i

3.3.3 Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pada kasus ini, JPU pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
menuntut para terdakwa dengan Pasal 3 Ayat 1 junto Pasal 18 UU Tipikor
junto Pasal 55, dan masa hukuman satu tahun penjara serta harus membayar
denda Rp50 juta subsider enam bulan penjara. Namun dalam putusan
hakim kelima terdakwa dalam kasus ini divonis 1 tahun penjara denda
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fektifitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal.

Gebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa
tolak ukur efektifitas dalam penegakan hukum ada lima hal, yakni:

1. [Faktor Hukum
Hukum perfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

palam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum
sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak
sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara
penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak
tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum
setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah

semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

9. Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas
penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah
baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada
kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan
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W Cenamganan Perbava Tindal Podana Keeupar dengan Sulgek Pk b orpog,

hukum sebagar petugas atau penegak hukum, artinya hukom diidentib by,
dengan tingkah laku nvata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalagy,
melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atay,
perlakuan vang dipandang melampaui wewenang, atau perbuatan lainny,,
vang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Fal
disebabhan oleh Kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum terseby

Seorang  penegak  hukum, sebagaimana halnya dengan warg,.
warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukap
dan peranan sekaligus.dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antar,
berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (status conflict dan conflicy
of roles. Kalau didalam kenyataan terjadi suatu kesenjangan antara peranan
vang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranap
aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (role-distance).

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak
dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak
hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan
kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu,
sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam
penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan
mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan
peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut
sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut:

a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;

Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;

Yang kurang-ditambah;

Yang macet-dilancarkan;

Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

e a0

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang
dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan
hukum tersebut. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit
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banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah
taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau
kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum,
merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan
faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya
diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan
spiritual dan non materiel .Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai
yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan
konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik
(sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari). Maka,
kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang
perlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan),
yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai
kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut
harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat,
agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.'

Penanganan perkara pidanakorupsioleh korporasi di Kejaksaan Negeri
Bandar Lampung sebagai bentuk aplikasi atau penegakan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang
Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.
Secara teoritis penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-
undangan diatas tentunva tidak terlepas dari kelima faktor terkait efektifitas
penegakan hukum sebagaimana dikemukakan diatas. Penanganan terhadap
tindak pidana korupsi oleh korporasi merupakan usaha penegakan hukum
yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan negara dari kerugian
yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi oleh korporasi. Ditetapkannya
Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman

Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi merupakan
bentuk keprihatinan sekaligus perhatian penegak hukum terhadap berbagai
tindak pidana vang dilakukan oleh korporasi salah satunya korupsi.
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Peraturan fakea Agung tersebut sebagai pedoman bagi instituse Kepak

4 selurah Indenesia dalam menanganal tindak pidana yvang dilakd
aeh Lorporast Namun demikian dalam implementasinya die Kejakaag
Negent Bandar Lampung, Penanganan perkara pidana korupst yar
melibatkan Korporast masih mengalami berbagai hambatan. Berdasark.,
haal penelitian di lapangan melalui wawancara dengan para respondes,
vaitu dua orang Jaksa tindak pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Band.¢
Lampung, satu orang advokat pada LBH Ratna Wilis and Partner dan dus,
orang dosen bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dar,
hasil wawancara tersebut diketahui bahwa berbagai hambatan dalam proses
penanganan perkara pidana korupsi oleh korporasi di Kejaksaan Neger;
Bandar Lampung vakni sebagai berikut:

4.1 Faktor Hukum

Substansi hukum (legal substance) merupakan aturan, norma dan pola
perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum
(legal substance) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di
dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan
maupun aturan-aturan baru yang hendak disusun. Substansi hukum (legal
substance) tidak hanya pada hukum yang tertulis (law in the book), tetapi
juga mencakup hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana
Korupsi menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Selanjutnya pasal 20 ayat
(1) menjelaskan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau
atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat

dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak
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dana Korupsi telah mengatur Korporasi sebagai subjek hukum. Undang
Undang tersebut juga telah - memuat mengenai penanganan  perkara
pndak pidana Korupsi namun belum mengatur secara khusus mengenal
penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi. Oleh karena
i pada tanggal 1 Oktober 2014 Kejaksaan Agung menetapkan Peraturan
Jaksa Agung Nomor 028/A/IA/10/2004 tenmtang Pedoman Penanganan
perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Peraturan Jaksa Aguny,
ini secara Khusus mengatur mengenai penanganan perkara tindak pidana
dengan subjek hukum korporasi termasuk tindak korupsi yang melibatkan
Lorporasi. Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang,
Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi
vang di dalamnya terdapat aturan mengenai penanganan perkara pidana
Licngan subjek hukum korporasi bertujuan untuk terciptanya persamaan
persepsi dan adanya keseragama standar teknis maupun administrasi bagi

seluruh penuntut umum dalam menangani perkara pidana yang dilakukan
oleh korporasi.

Setelah ditetapkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/
JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek
Hukum Korporasi, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mempunyai
petunjuk khusus tersendiri dalam penanganan perkara pidana korupsi
dengan subjek hukum korporasi tanpa sepenuhnya menggunakan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Namun dalam praktik penanganan perkara pidana korupsi oleh korporasi
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung masih mengacu pada Undang-
Undang tersebut. Oktavia Mustika menyatakan bahwa dalam penanganan
perkara pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi masih terdapat
hambatan, yakni masih kurangnya pemahaman jaksa mengenai sistem
pertanggungjawaban pidana korporasi, sulitnya mengumpulkan alat bukti,
dan para pelaku sulit untuk diajak bekerjasama sehingga proses penanganan
perkaranya pun terhambat.? Selain itu, Diah Gustiniati menyatakan bahwa
salah satu faktor penghambat penananganan perkara pidana korupsi oleh
korporasi yaitu sumber daya manusia yang ada pada korporasi tidak
terbuka dan cenderung menutup-nutupi kesalahan dari korporasi, hal ini
menyebabkan jaksa kesulitan dalam menemukan barang bukti.’
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tersebut penuntut umum masih mengesampingkan beberapa aturan yang
ditentukan dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut. Hal ini mungkin dapat
dimaklumi karena Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014
tergolong baru dan belum adanya pelatihan bagi jaksa di Kejaksaan Negeri
Bandar Lampung dalam menangani perkara pidana dengan subjek hukum
korporasi. Hal ini juga diutarakan oleh Oktavia Mustika bahwa sejauh
ini Kejaksaan Agung hanya melakukan sosialisasi terkait Peraturan Jaksa
Agung tersebut namun belum mengadakan pelatihan khusus bagi jaksa
dalam menangani perkara pidana dengan subjek hukum korporasi.’ Namun
dalam penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tentu mengedepankan kepentingan
masyarakat dan negara.

4.2 Faktor Penegak Hukum

Dikaitkan dengan faktor penegak hukum, penanganan perkara
pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi di Kejaksaan Negeri
Bandar Lampung masih mengalami hambatan baik pada tahap penyidikan,
penuntutan maupun tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini dapat
dilihat dari pemaparan penanganan kasus vang menjadi fokus dalam
penulisan buku ini yakni kasus korupsi proyek jalan kampung gudang
lelang vang melibatkan CV. Alma Semesta Abadi yang telah penulis uraikan
diatas. Dalam pemaparan penanganan kasus diatas terlihat jelas masih
adanya penyimpangan terhadap ketentuan dari Peraturan Jaksa Agung
Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana
dengan Subjek Hukum Korporasi vakni pada tahap penyidikan. Pada tahap
penyidikan, penyidik hanya melakukan penahanan terhadap dua tersangka
vang ikut serta dalam melakukan tindak pidana, namun penyidik tidak
menahan pelaku utama dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan
korporasi tersebut.

Selain itu dalam proses penuntutan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
hanya menunjuk satu orang penuntut umum untuk melakukan penuntutan
bagi setiap orang terdakwa, hal ini karena keterbatasan jaksa yang
menangani tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung,
Oktavia Mustika menyatakan bahwa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
masih kekurangan Jaksa Penuntut Umum vang menangani pidana khusus
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fvdak pidana Komps oleh korporast melalon Semialysant melaligi 11010
Jibaan intehijen, dan situ dijelaskan tentang, pencegaban tindak pidana
knnﬁ“‘ di lingkungan pemerintahan, BUMN, BUMD dan swbagaing
a1 Randi Alkaisar juga menvatakan bahwa dalam vapaya percegaban
rindak pidana Korupsi vang melibatkan korporasy, Kepakaaan Negert Bandar
L ampung melalul bagian intelejen melakukan penyuluhan hokom = Db
Custimati menambahkan bahwa tindak pidana korupsioleh korparas dapat
dicegah dengan mengaudit laporan kevangan korporast melalui BIPKF, dan
apabila terjadi kejanggalan Kejaksaan harus bergerak cepat.

Menurut penulis berdasarkan tujuan ditetapkannya Peraturan Jaksa
Agung Nomor 028/ A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara
Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi yakni menjadi panduan dalam
penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi. Maka dari itu
Kejaksaan sesuai dengan kewenangannya dalam proses penanganan perkara
pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi harus dilakukan dengan
segala cara yang tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-
undangan, moral dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan bangsa
dan negara. Selain itu menurut penulis sejauh ini Kejaksaan Negeri Bandar
Lampung telah berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/
JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek
Hukum Korporasi dalam proses penanganan perkara pidana korupsi
dengan subjek hukum korporasi, hanya saja dalam aplikasinya ketentuan
dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 belum dilaksanakan
sepenuhnya. Dalam penerapannya ternyata tidak sesuai dengan harapan,
kendati korporasi telah dinyatakan sebagai subjek hukum oleh Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, Namun dalam ranah tindak pidana korupsi hanya pengurus
yang dipertanggungjawabkan, dan minus korporasi.*

4.3 Faktor Sarana atau Fasilitas Mendukung

Sarana atau fasilitas sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum antara lain mencakup tenaga manusia yang ber-
pendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,
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4.4 Faktor Masyarakat
Rerbicara mengenai warga masyarakat sebagai salah satu faktor
ang mempengaruhi penegakan hukum, Soerjono Sockanto dan Mustafa

\bdullah menyatakan:

Dijadikannya warga masyarakal scbagai salah satu faktor yanyg mem-
,u-n‘\unuhi penegakan hukum, karena efektifitas penegakan hukum sangat ter-
qantung pada kepatuhan hukum masyarakal. Sebab, bagaimanapun baiknya
peraturan hukum dan bagusnya kualitas petugas serta lengkapnya ﬁlsi!ih}s,
jika warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut tidak
memiliki kesadaran wntuk mematuhi peraturan tersebut, maka ketiga faktor
tersebut tidak adak gunanya.”

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R.S. Mumnres yang
berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap
hukum pada umumnya, melainkan kataatan terhadap aturan hukum tertentu
saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan
terhadap keduanya. Yakni pertama Bagaimana ketaatan terhadap hukum
secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya dan kedua
Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor
apa yang mempengaruhinya. ’ Faktor masyarakat merupakansikap manusia
(termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan
sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan
aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum
yang dibuat tanpa didukung warga masyarakat maka penegakan hukum
tidak akan berjalan secara efektif. Menurut Oktavia Mustika berdasarkan
pengalaman bahwa, dalam tahap penyidikan terhadap kasus korupsi oleh
korporasi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melakukan penangkapan dan
penahanan terhadap para tersangka. Hal ini bertujuan agar tersangka tidak
melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Namun keluarga tersangka
tidak terima terhadap tindakan penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan
Negeri Bandar Lampung. Bahkan keluarga korban cenderung melindungi

para tersangka pada waktu penangkapan.'

Berdasarkan uraian diatas, bahwa warga masyarakat yang terkena
ruang lingkup Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang
Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi
belum mempunyai kesadaran hukum akan pentingnya penanganan perka-
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ra pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi baik bagi pclaku'I
svarakat, bangsa dan negara. Kurangnya kesadaran hukum masyay,
terhadap tindak pidana Korupsi oleh korporasi disebabkan karena Pey
haman dan persepsi masyarakat terhadap tindak pidana masih meng,,
pada kejahatan konvesional seperti pembunuhan, pencurian, pemcrkn;i
dan sebagainya. Keadaan tersebut telah diungkapkan oleh Steven Box'c
mana berdasarkan beberapa hasil kajiannya terhadap pandangan masy,,
kat dan kejahatan korporasi, akhirnya sampai pada kata kunci yang dis@b’
dengan colletive ignorance. Mayoritas dari mereka yang di wawancarai tig
tau terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi. Ini be.-;;;
masih banyak anggota masyarakat yang belum mengetahui atau menyad,,
bahwa kejahatan yang sebenarnya itu justru yang dilakukan oleh korpor;,
Adapun akar penyebab colletive ignorance tersebut, menurut Box tidaklah .
kar untuk mengungkapkannya. Karena kejahatan korporasi dibuat kab,
atau menjadi tidak tampak dengan keruwetan perencanaan dan pe!ak._;
naannya, demikian juga lemahnya hukum dan sanksi sosial sehingzz »,
al untuk menguatkan sentimen kolektif terhadap kejahatan korporas,
Dengan demikian ketidaktahuan masyarakat terhadap kejahatan korpor,

dapatlah dimengerti.

4.5 Faktor Kebudayaan

Bila ditinjau dari faktor kebudavaan warga masyarakat yang teries,

s
tao a4y

ruang lingkup pengaturan, lebih mengarah pada sikap mas
kepercayaan masyarakat, nilai-nilai vang dianut masvarakat dan e, |
atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Dalie |
ini kultur hukum merupakan gambaran dor cbap dan penlaby vt
hukum, serta keseluruhan taktor-taktor vany: mesentuban bazamars
hukum memperoleh tempat vang sesuar dan dapat diterims ol v
masyarakat dalam kerangka budava masyarakat Semakin tingz o

‘ i
A AR 1

kesadaran hukum masvarakat maka akan tercipta budava hukus

ma int

dan dapat merubah pola pikir masyarakat selam.

)"] Ty -

Hasil penelitian melalut wawancara  kepada para  resp
menunjukkan bahwa faktor penghambat penanganan perlara o
korupsi dengan subjek hukum korporasi vakni budava hukum masvara,
vang kurang taat terhadap aturan hukum dan kurang percava
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urﬂ“";’ gorporasi dalam RKUHP

Dinal“ika 1‘)engaturan Korporasi Sebagai Subyek Hukum
51 i mdonest
pembangan di dalam ilmu hukum pidana telah diterima dengan
kalangan akademisiataupunkalangan praktisi mengenai suatu
ejahatan khusus yang melibatkan suatu perusahaan yang disebut
ate crime (kejahatan korporat?. Terkac'lang untuk kejahatan korporasi
' " Jisebut kejahatan korporasi atau kejahatan organisasi (organizational
in? jugd . dalam sistem hukum perdata belanda yang sampai saat ini masih
‘-r'mxt’)-t leh sistem hukum di Indonesia, dikenal adanya subjek hukum yang,
dlanllai tas dua yakni manusia (person) dan badan hukum (rechtperson).
terb}?;dap pemb agian subjek hukum tersebut, apabila korporasi merupakan
:s;m cubjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, maka

korporasi merupakan Kkualifikasi dari badan hukum (rechtperson).!

Dewasa ini penyebutan korporasi terus berkembang dan banyak
ditemui diberbagai buku karangan. Bahkan di Indonesia, dalam berbagai
ketentuan ~aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah juga
mencantumkan kata-kata korporasi misalnya, dalam Undang-Undang No.
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor),
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup), Undang-U ndang No.31 Tahun
2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) dan peraturan perundang-undangan

L -
paik di
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a) Secara prinsip dalam RUU KUHP, konsep korporasi telah diterima
sebagai badan hukum yang dapat dijadikan subjek hukum pidana.

p) Dengan demikian korporasi sebagai badan hukum dapat dituntut dan
dijatuhi hukuman pidana.

0) Tindak pidana yang bisa dipertanggungjawabkan kepada korporasi
adalah semua perbuatan yang termasuk tindak pidana yang dilakukan
oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional (functioneel
daders) dalam korporasi yang melakukan perbuatan itu dalam
lingkungan usaha dari korporasi sesuai dengan anggaran dasarnya.

d) Hanyasebagaian peraturan perundang-undangan dapat diterapkan atas
korporasi, misalnya tidak mungkin menerapkan sanksi pidana penjara
atau pidana mati atas korporasi.

Perluasan subjek hukum pidana sehingga meliputi korporasi, mulai
diperkenalkan dalam Undang-Undang Penimbunan Barang Tahun 1951
yang kemudian secara umum diperkenalkan dalam Undang-Undang
Tindak Pidana Ekonomi Tahun 1955 Sckarang banvak sekali undang-
undang yang termasuk bidang ekonomi yang menentukan korporasi.
Perkembangan produk perundang-undangan dewasa ini menggambarkan
fenomena persoalan mengenar vang melabukan tindak pidana dan yang
dapat dipertanggungjawabkan dalam hubum prdana. Terdapat tiga model
pengaturan terhadap hal duatas vaitu, pertama model vang melakukan
orang dan vang mempertanggungawabkannya dalam hukum pidana
juga orang (Pasal 539 KUHP), iadus model vang melakukan adalah orang
dan/atau korporasi dan vang mempertanggung awabkan dalam hukum
pidana juga hanya orang (UU No. 10 tahun 1995 Tentang Perbankan) dan
model ketiga, vang melakukan orang dan/atau korporasi dan yang dapat
mempertanggungjawabkan juga orang dan/atau korporasi (UU No. 7 drt
tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana
Ekonomi).

Di Indonesia, perkembangan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tindak pidana vang dilakukan oleh orang dan/atau korporasi dan
vang mempertanggujawabkan hanya orang di antaranya:*

a) UU No. 1 Tahun 1951 tentang Tenaga Kerja
b) UU No. 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan
¢) UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan
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ik diakukannva, Selaim pengenaan hukuman pokok berupa denda, maka
P SN Ll“‘.\d.\ ki‘l]‘-(‘l.\'-' it diberikan hukuman tarmbahan dalam ber b al
retuknna, seperti pemn abutan 12 sementara waktu, atag pelarangan
selkokan ueaha tertentu dalam waktu tertentu

5.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut RKUHP

Secara umum fenomena undang-undang di Indonesia, korporasi atau
padan hukum hanya dapat dipartanggungjawabkan dalam hukam pidana
Jdengan |\.\|\\mvlvl‘:“

1 Perbuatan melawan hukunitu dilakukanoleh orang yang ada hubungan
kerja atau hubungan lain dengan badan hukum/korporasi; dan

»  perbuatan melawan hukum itu dilakukan di lingkungan/suasana badan
hukum/korporasi yang, dilihat dari anggaran dasar dari badan hukum/
horporasi tersebul.

Mengenai corporate crime atau kejahatan korporasi ini, Steven Box
mengemukakan tipe dan karakleristik tindak pidana yang dilakukan oleh
korporasi yang pada dasarnya berbeda dengan tindak pidana atau kejahatan
konvensional pada umumnya. Steven Box menyatakan bahwa ruang lingkup
tindak pidana korporasi melingkupi:’

a) Crimes for corporation, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang
dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu
guna memperoleh keuntungan.

b) Criminal corporation, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk
melakukan kejahatan. (dalam hal ini korporasi hanya sebagai kedok
dari suatu organisasi kejahatan).

¢) Crimes against corporation, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi
seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, dalam hal ini
korporasi sebagai korban.

Dalam tulisan ini, yang dibahas hanyalah crimes for corporation yakni
kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam
mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan. Ber-
kaitan dengan korban kejahatan korporasi ini, Muladi membedakan antara
korban kejahatan konvensional dengan korban kejahatan korporasi sebagai
berikut: “Pada kejahatan konvensional, korbannya dapat diidentifikas
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Pevigaturan Pertanggunannban Pubina Kenporast dalam RRUNT

Kerugian dv bidang kesehatan dan keselamatan jiwa. Menurul
Geis, seiap tahunnva Korporasi bertanggungjowab  terhadap
ribuan kematian dan cacat tubuh yvang terjadi di seluruh dunia,
Resiko kematian dan cacat yang disebabkan oleh korporasi dapat
diakibatkan baik oleh produk yang dihasilkan oleh korporasi
maupun dalam proses produksi, sehingga yang menjadi korban
Aejahatan Korporasi adalah masyarakat luas, khususnya konsumen
dan mereka yang bekerja pada korporasi.

Kerugian di bidang sosial dan moral, Disamping kerugian ekonomi,
kesehatan dan jiwa, kerugian yang tidak kalah pentingnya yang di-
timbulkan oleh kejahatan korporasi adalah kerugian di bidang so-
sial dan moral. Dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi

adalah merusak kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis.
The President,s Commision on Law Enforcement and Administration of

Justice pernah menyatakan bahwa kejahatan korporasi merupakan
kejahatan yang paling penting mencemaskan bukan saja karena

kerugiannya yang sangat besar, akan tetapi akibat yang merusak
terhadap ukuran-ukuran moral perilaku bisnis orang Amerika. Ke-
jahatan bisnis (korporasi) merongrong kepercayaan publik terhadap
sistem bisnis, sebab kejahatan demikian diintegrasikan ke dalam
struktur bisnis yang sah (the structure of legitimate business).

Dalam perkembangannya yang terjadi adalah muncul doktrin

atau teori pengganti yang dinanamkan teori identifikasi (identification
theory) atau (alter ego theory), yang menyatakan bahwa:*

1)

2)

Pendekatan sukarela untuk mengubah baik perilaku korporasi dan
strukturnya

Intervensi kuat melalui politik negara untuk mengubah dengan
paksa struktur korporasi (corporate organizational rezim) disertai
dengan sanksi hukum pidana, perdata dan/atau administrasi untuk
menimbulkan efek jera

Tindakan yang dilakukan konsumen (consumter action and pleasure)
boikot atas produk corporasi.

Dengan diadopsinya rezim pertanggungjawaban pidana kor-

porasi, keberatan terhadap kemungkinan terjadinya double sanctioning
atau ne bis in idem karena kemungkinan memidana individu dan kor-
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Penentuan korporast sebagai subjek tindak pldana hanya untuk
pdak prdana tertentu, vang diatar datame undang-undang kKhusus,
N padaawalnva tidak digunakanistitah “korporast”, tetapt digunakan

shlah vang bermacamemacam (Hidak seragam) dan tidak konsisten,
By stlah “horporasi” maulai terlihat pada tahan 1997 dalam Undang-
Undang Psikotropika vang, dipengarahi oleh istilah dalam Konsep
KUHP atau Rancangan KUHT tahan 1993,

Dengan demikian, korporasi hanya dapat dipertanggungjawabkan
werhadap perbuatan individual yang bertindak atas nama korporasi dan
orang tersebut memiliki suatu posisi yang tinggi atau memainkan suatu
tungsi kunci dalam struktur pengambilan keputusan korporasi.!

5.3 Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan dalam

Menanggulangi Tindak Pidana Korporasi

Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana

di Indonesia diatur dalam RKUHP tahun 2012 yang dikeluarkan oleh
Kementrian Hukum Dan HAM. Pengaturan ini terdapat dalam Buku | KUFP
(Ketentuan Umum). Sebagaimana yang telah terjadi di Belanda Tahun 1976.
Dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 RKUHP tersebul secara berturut-
turut dirumuskan bahwa:"

a) Korporasi merupakan subjek tindak pidana, apabila tindak pidana

b)

dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional
dalam struktur organisasi korporasi bertindak untuk dan atas nama
korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan
hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha
korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau besama-sama;

Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban
pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu
perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika
perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana
ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi
korporasi yang bersangkutan;
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Nt U T SO0e tentang Tata Caca Petanganan Perkara Findal
el Roperase Dalany Perma i, hakine menyataban korporas
Aoban hesalahan vang dapat dipidana, Bbilamana

vorporast dapat memperoleh keantangan atad mantaat dari tindak
prdana teeebut ataa tindak pidana terseebut dilakukan untuk
Lepentingan korporast;

Korporast memblarkan terjadinya tindak pidana; (3) korporasi tidak
melakukan langRahelangkah - yang - diperlukan untuk  melakukan
pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan
Lepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari
terjadinva tindak pidana,

Dalam Perma tersebut, subjek hukumnya adalah korporasi dan
pengurus korporasi, pada Perma ini disebutkan pula beberapa tingkatan
hukumannya yaitu:

1) denda kepada korporasi;

2) bila korporasi tidak membayar denda, maka asetnya dapat disita dan
dirampas;

3) denda kepada pengurus korporasi;

4) bila pengurus korporasi tidak membayar denda maka diganti dengan
kurungan penjara secara proporsional. Dalam Perma Nomor 13 Tahun
2016 tersebut juga diatur seluruh proses eksekusi dijalankan sesuai
KUHAP. Adapun untuk perampasan barang bukti, sesuai KUHAP,
maka perampasan barang bukti dikelola Rumah Penyimpanan Benda
Sitaan Negara (Rupbasan).

5.4 Rasionalisasi Pengaturan Tanggung Jawab Pidana
Korporasi Dalam KUHP Di Masa Datang

Hukum pidana mulai meninggalkan universitas delinquere non potest
dengan menerima functioneel daderschap untuk melakukan ekspansi ter-
hadap korporasi sebagai subjek hukum dalam domain negara (state), ma-
syarakat (civil society), dan dunia usaha (business). Ekspansi hukum pidana
terimplementasi melalui teori tanggung jawab pidana korporasi (corporate
criminal liability) seperti teori identification, respondeat superior, corporate cul-
ture, corporate guilty mind, collective knowledge serta doktrinvicarious liabil-
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BAB 6

Penutup

6.1 Simpulan
erdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai
B permasalahan yang diajukan dalam buku ini, sebagai penutup skirpsi
ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/]JA/10/2014
tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi dengan Subjek
Hukum Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dapat dilihat
dari sudut pandang antara lain:

Dilihat dari sisi pedoman, proses penanganan perkara pidana

korupsi dengan subjek hukum korporasi di Kejaksaan Negeri

Bandar Lampung belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Jaksa

Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan

Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, karena beberapa

hal berikut ini:

1) Pada tahap penyidikan, Jaksa pada Kejaksaan negeri Bandar
Lampung hanya melakukan penyitaan terhadap aset korporasi
dan pengurus korporasi yang terkait tindak pidana. Namun
Jaksa tidak melakukan penyitaan terhadap Anggaran Dasar
(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) korporasi dengan
alasan dikhawatirkan akan menghambat operasional korporasi
dalam menjalankan usahanya. padahal ketentuan bab III angka
5 Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang

a.
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Pedeman Penanganan Pekara Pidana dengan Subjek Hukum
Rorporast menvatakan bahwa dalam proses penyelidikan dan
penvidihan, penvidik wajib melakukan penyitaan terhadap
\negaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
horporasi atau akta lain dalany hal korporasi sebagai tersangka.

2 Dalam melakukan  penuntutan, Kejaksaan Negeri Bandar
Lampung sejauh ini hanya melakukan penuntutan terhadap
pengurus Korporasi sebagai yang mewakili korporasi. Padahal
menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014
tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan
Subjek Hukum Korporasi, korporasi dapat pula dimintakan
pertanggungjawaban pidana salah satunya dituntut dengan
pidana tambahan dan/atau tindakan tata tertib. Misalnya
Perampasan atau penghapusan keuntungan yang diperoleh dari
tindak pidana, Penempatan perusahan dibawah pengampuan
untuk jangka waktu tertentu, penutupan atau pembekuan
sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu
tertentu, pencabutan izin usaha perusahaan, serta perampasan
barang bukti atau harta kekayaan/aset korporasi.

b. Dilihat dari fakta di wilayah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung,
saat ini jumlah jaksa yang menangani perkara pidana khusus
belum mencukupi. Terdapat sepuluh orang jaksa di Kejaksaan
Negeri Bandar Lampung yang menangani perkara tindak pidana
khusus. Jumlah tersebut tentu belum efektif mengingat rumitnya
perkara pidana korupsi yang melibatkan korporasi dan banyaknya
tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Keterbatasan
jumlah jaksa ini pun menyebabkan minimnya alat bukti yang di
dapat dalam kasus korupsi oleh korporasi, hal ini menyebabkan
kurang optimalnya tuntutan pidana terhadap pengurus korporasi.

2. Faktor penghambat implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor
028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana
dengan Subjek Hukum Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
sebagai berikut:

a. Dari segi hukum, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi oleh
korporasi masih kurang. Sejauh ini tindak pidana korupsi dengan
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cubjeh hukum Korporasi sudah diatur dalam  Undang-Undang,
Nomor M Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang, Pemberantasan
indak Pidana Korupsi namun diatur secara khusus di dalam
Undang-Undang, tersendiri, Oleh karena penanganan perkara
pidana korupsi dengan subjek korporasi saat ini masih didasarkan
pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang
Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum
Korporasi dan PERMA MA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

b. Masih kurangnya sumber daya manusia di Kejaksaan. Selain
itu aparat penegak hukum khususnya jaksa dalam menangani
perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi belum
melaksanakan  ketentuan  peraturan perundang-undangan
khususnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/]JA/10/2014
tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek
Hukum Korporasi secara optimal. Sejauh ini masih ada perbedaan
antara peraturan dan relita di lapangan. Dalam praktiknya jaksa
yang menanganai perkara pidana korupsi dengan subjek hukum
korporosi masih mengenyampingkan aturan yang ada.

c. Kurangnya sarana atau fasilitas pendukung di Kejaksaan Negeri
Bandar Lampung menjadi hambatan dalam penanganan perkara
pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi. Selain kurangya
sumber daya manusia, sarana atau fasilitas intelejen di Kejaksaan
Negeri Bandar Lampung masih kurang, Hal ini menyebabkan
Kejaksaan sulit dalam mendeteksi terjadinya tindak pidana korupsi
oleh korporasi, kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti dan
mencegah terjadinya tindak pidana korupsi oleh korporasi.

d. Warga masyarakat di wilayah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung,
pada umumnya, dan khususnya tersangka dan keluarganya belum
memiliki kesadaran hukum terhadap pentingnya penanganan
perkara pidana korupsi oleh korporasi baik bagi pelaku, masyarakat,
bangsa dan negara.

e. Budaya hukum masyarakat mencerminkan ketaatan masyarakat
terhadap hukum. Sejauh ini masyarakat yang terkena ruang lingkup
pengaturan di Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
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Iyoean demilian faktor penghambat implementast Peraturan Jak <
h

Veone Nomor OONATATO 200 entang Pedoman Penanganan Perkara
Prdana dengan Subyel Hukame Korporasi tidak hanya disebabkan oleh
paktor Kuantitas dan Kualitas penegak hukum itu sendiri, naman disebabkan
puta oleh taktor substanst hukumn, sarana dan prasarana, masyarakat dan

brdavanva

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam rangka mewujudkan

pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang
‘edoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi
vang lebih baik kedepannya, khususnya di Kejaksaan Negeri Bandar
Lampung, penulis menyarankan beberapa hal berikut ini:

)

Kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dalam melakukan
penuntutan terhadap perkara pidana korupsi oleh korporasi,
kedepannya perlu dituntut pula pertanggungjawaban korporasi itu
sendiri bukan hanya pengurusnya, sesuai dengan amanat Peraturan
Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan
Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi bahwa korporasi
dapat dimintai pertanggunggungjawaban pidana. Hal ini dimaksudkan
agar korporasi tidak mengulangi perbuatannya, karena dengan hanya
memidana pengurus korporasi belum tentu menimbulkan efek jera bagi
korporasinya sendiri.

Kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, kedepannya perlu
meningkatkan sumber daya manusia para Jaksa melalui Pendidikan dan
Pelatihan (DIKLAT), sosialisasi, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan
untuk memperkaya pengetahuan Jaksa dalam menangani perkara
pidana dengan subjek hukum korporasi salah satunya tindak pidana

korupsi.
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pidana korupsi yang dilakukan korporasi memiliki karakteristik
deal; yakni berkapitan dengan kegiatan ekonomi atau berhubungan
dengakhusu n dunia bisnis besar, dan pelakunya adalah dari kelompok masyarakat
rpandang. Selain itu tindak pidana korupsi yang

ial ekonomi te . .
:el:(t:kt:i s(?lz’h korporasi merupakan kejahatan kerah putih (white collar
c;ime) yang bersifat organisatoris. Buku ini akan mengulas lebih lanjut

i entasi dan faktor penghambat pelaksanaan pedoman
xnnfég:a':‘ngﬁ':ara pidana korupsi dengan subjek hqkum korpora§i di
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Selanj_utnya buku ini gkan menygpkan
secara komprehensif kajian teoritis terkait pertanggungjawaban plda.na
korporasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (ius
constitutum), dan pertanggungjawabaq pidana I.<orporaSI dalam Rancangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (ius constituendum).
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